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WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA BUKITTINGGI

NOMOR 188.45- 3371 -2022

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN KEPADA KEPALA SATUAN KERJA
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU PEJABAT PENGELOLA

Menimbang

Mengingat

KEUANGAN DAERAH

WALIKOTA BUKITTINGGI,

bahwa dalam rangka proses administrasi keuangan
daerah sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Bab I Huruf A
angka 4 dan angka 5, Kepala Daerah selaku pemegang
kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dapat
melimpahkan sebagian atau seluruh kewenangannya
kepada Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan
Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Walikota tentang Pendelegasian Kewenangan Kepada
Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 20);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana
yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor
9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor
9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota
Bukittinggi Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

: Mendelegasikan Kewenangan Kepada Kepala Satuan Kerja

Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah.

Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah
Kepala Badan Keuangan.

Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai

tugas sebagai berikut:

a. menyusun dan melaksanakan kebijjakan pengelolaan
keuangan daerah;

b. menyusun Rancangan Peraturan Derah (Perda) tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),
Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan
Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD;

c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah
diatur dalam Perda;

d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah; dan

e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam melaksanakan
fungsinya selaku Bendahara Umum Daerah sebagaimana
dimaksud Diktum Ketiga huruf d mempunyai wewenang
sebagai berikut :

menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
mengesahkan DPA-SKPD;

melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

memberikan  petunjuk teknis pelaksanaan sistem
penerimaan dan pengeluaran kas daerah;

melaksanakan pemungutan pajak daerah;
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menetapkan anggaran kas dan Surat Penyediaan Dana;
menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian
jaminan atas nama pemerintah daerah;

melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
daerah;

menyajikan informasi keuangan daerah; dan

melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal
penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan
ketentuan  peraturan  perundang-undangan, tidak
dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

KELIMA . Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai
wewenang sebagai berikut:

a.
b.
C.
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mengelola investasi,

menetapkan anggaran kas;

melakukan pembayaran melalui penerbitan Surat Perintah
Pencairan Dana;

membuka rekening Kas umum daerah;

membuka rekening penerimaan,;

membuka rekening pengeluaran; dan

menyusun laporan keuangan yang merupakan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

KEENAM . Dalam hal Kepala Badan Keuangan berhalangan sementara
atau tetap, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dijabat oleh
Pelaksana harian (Plh) atau Pelaksana Tugas (Plt) yang
ditunjuk melalui Surat Tugas Sekretaris Daerah.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Bukittinggi.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 30 Oesember 2022

A BUKITTINGGI,
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